
PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM] 

DAN 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN 
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNP) 

TENTANG 
PENGAWETAN HASIL TANGKAPAN IKAN KELOMPOK NELAYAN DI PANTAI 
GURAH KABUPATEN BLITAR MENGGUNAKAN FREEZER DENGAN SUMBER 

ENERGI TERBARUKAN HYBRID SYSTEM: SOLAR PANEL AND WIND 
TURBINE UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELOMPOK 

NELAYAN SETEMPAT 

NOMOR - 10.7.36/UN32.14/K/2025 
NOMOR : PKS.047/K/TNG/LPPNPI/KBL.03/VII/2025 

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh 
Lima (10-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini: 
L.Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM], dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang " 
Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2.Farchan Jamil, Vice President of Corporate Social 
Responsibility/Tanggng Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perum LPPNPI 
(AirNa Indonesia)], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum 
LPPNPI (AirNav Indonesia), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. I 
Tangerang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut 
PARA PIHAK, dan masing- masing disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah 

Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 
4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak 
dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. bahwa PIHAK RKEDUA adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga 
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) sesuai 
pp 77 Tahun 2012 yang melayani navigasi 26 bandar udara di Indonesia. 

Parat Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 
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TEKNIS PELAKSANAAN KERJA SAMA 

() Teknis pelaksanaan kerja sama mengacu pada rencana kerja dan jadwal 
kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK, sebagaimana tertuang dalam 
proposal kegiatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

(2) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyusun spesifikasi teknis 
sistem energi terbarukan berbasis Hybrid Sstem: Solar Panel and Wind 
Turbine yang mencakup desain instalasi panel surya, turbin angin, inverter, 
baterai, dan unit freezer, serta menyusun standar operasional pelaksanaan 
kegiatan di lapangan. 

(3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim teknis dari PIHAK KESA'TU 
dengan melibatkan komunitas nelayan penerima manfaat dan/atau pihak 
pendukung lainnya yang telah ditetapkan bersama, dengan pendekatan 
kolaboratif dan partisipatif. 

(4) PIHAK KEDUA mendukung proses pelaksanaan dengan menyediakan 
bantuan pendanaan untuk penyediaan logistik, distribusi alat dan material 
ke lokasi kegiatan, serta memfasilitasi koordinasi dengan pemangku 
kepentingan lokal (pemerintah desa dan kelompok nelayan). 

(5) Pelatihan dan pendampingan teknis kepada masyarakat penerima manfaat 
menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK 
KESATU secara langsung di lokasi kegiatan. 

(6) Setiap perubahan teknis atau penyesuaian pelaksanaan di lapangan yang 
bersifat substantif hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari 
PARA PIHAK. 

PASAL 6 
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA 

(1) Penyaluran dana kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU 
dilakukan setelah menyepakati Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui PARA PIHAK 

(2) Dana kegiatan disalurkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening resmi PIHAK 
KESATU dengan rincian sebagai berikut: 
Nama Bank : BNI 
Atas Nama :KJS CSR PT AIRNAV 
Nomor Rekening VA :988885553113000 

(3) PARA PIHAK menyepakati bahwa seluruh pengeluaran harus sesuai 
dengan RAB, dan PIHAK KEDUA tidak berkewajiban menanggung biaya di 
luar anggaran yang telah disetujui, kecuali ada perubahan tertulis melalui 
adendum. 

(4) PIHAK KESATU berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan 
penggunaan dana beserta bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan 
yang berlaku di masing-masing institusi, serta bersedia dilakukan audit 
apabila dibutuhkan. 

(5 Jika terjadi sisa dana akibat kegiatan tidak dilaksanakan sebagian atau 
seluruhnya, maka PIHAK KESATU wajib mengembalikan sisa dana tersebut 
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kegiatan 
dinyatakan selesai atau dibatalkan. 
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